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PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK
SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN
HUKUM®
Oleh: Gerry R. Weydekamp?

ABSTRAK
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimanakah pembatalan
perjanjian secara sepihak dalam suatu
perjanjian dan apa akibat-akibat jika kita
membatalkan perjanjian secara sepihak
dalam suatu perjanjian. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1.
Dalam suatu perjanjian kesepakatan dalam
perjanjian merupakan perwujudan dari
kehendak dua atau lebih pihak dalam
perjanjian mengenai apa yang mereka
kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana
cara melaksanakannya, kapan harus di
laksanakan, dan siapa yang harus
melaksanakan. Pada dasarnya sebelum
para pihak sampai pada kesepakatan
mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu
atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut
akan menyampaikan dulu suatu bentuk
pernyataan mengenai apa yang
dikehendaki oleh pihak tersebut dengan
segala macam persyaratan yang mungkin
dan di perkenankan oleh hukum untuk di
sepakati oleh para pihak. 2. Syarat batal
suatu perjanjiandiatur dalam Pasal 1266
KUH Perdata yang menyebutkan syarat
agar suatuperjanjian dapat dibatalkan oleh
salah satu pihak adalah perjanjian
harustimbal balik, terdapat wanprestasi,
dan pembatalannya harus
dimintakankepada hakim. jika pembatalan
yang dilakukan tidak memenuhi syarat-
syarattersebut, maka dapat dikatakan
perbuatan pembatalan tersebutmelanggar
undang-undang, yakni pasal 1266 KUH
Perdata tadi. Selain
itu,pendapatpertimbangan lain dapatdilihat
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dari alasan pembatalan perjanjian, jika
pembatalan tersebut mengandung
kesewenang-wenangan, atau menggunakan
posisidominannya untuk memanfaatkan
posisi lemah (keadaan merugikan) pada
pihak lawan, maka hal tersebut termasuk
dalam perbuatan melawan hukum, karena
kesewenang-wenangan atau
memanfaatkan posisi lemah atau keadaan
merugikan dari pihak lawan di luar dari
pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam
perjanjian, sehingga bukan merupakan
wanprestasi, namun lebih ke arah
melanggar kewajiban hukumnya untuk
selalu beritikad baik dalam perjanjian.

Kata kunci: Pembatalan perjanjian, sepihak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang
kemudian diterjemahkan oleh Prof. R.
Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) bahwa  mengenai  hukum
perjanjian diatur dalam Buku Il tentang
Perikatan, dimana hal tersebut mengatur
dan memuat tentang hukum kekayaan yang
mengenai hak-hak dan kewajiban yang
berlaku terhadap orang-orang atau pihak-
pihak tertentu. Sedangkan menurut teori
ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan
kedalam Hukum tentang Diri Seseorang dan
Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan
perpaduan antara kecakapan seseorang
untuk bertindak serta berhubungan dengan
hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian
yang dapat berupa sesuatu yang dinilai
dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian
atau yang saat ini lazim dikenal sebagai
kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya
syarat-syarat mengenai sahnya suatu
perjanjian/kontrak seperti yang tercantum
dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain
sebagai berikut:
1. Sepakat mereka vyang mengikatkan

dirinya;
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2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.?

Dengan dipenuhinya empat syarat
sahnya perjanjian tersebut, maka suatu
perjanjian menjadi sah dan mengikat secara
hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak
dapat terlepas dari hubungan dengan
manusia lainnya untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut
akan berlangsung baik apabila ada
persesuaian kehendak diantara para pihak
yang berhubungan. Untuk mencapai
kesesuaian kehendak dalam hubungan
tersebut timbul suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lainnya
untuk melakukan suatu hal.Hal itu dapat
berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu,
untuk menuntut sesuatu, untuk tidak
berbuat sesuatu dan dapat berarti
keharusan untuk menyerahkan sesuatu,
untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak
berbuat sesuatu.Hal ini berarti para pihak
tersebut melakukan suatu perjanjian
sehingga antara para pihaknya timbul
hubungan  hukum vyang  dinamakan
perikatan.Hukum merupakan kaidah atau
peraturan yang mengatur kehidupan
manusia  khususnya hubungan antar
manusia. Hubungan antar manusia
merupakan hubungan dengan landasan
sosial dimana manusia saling
membutuhkan satu sama lain. Untuk itu
dalam  hubungan tersebut haruslah
memperhatikan asas-asas bahkan kaidah-
kaidah atau norma yang hidup dalam
masyarakat, agar tercipta kehidupan yang
aman dan tentram. Mengenai hubungan
antar manusia, khususnya suatu perjanjian.

Melalui pengertian tersebut, jelaslah apa
yang dimaksud dengan perjanjian atau
persetujuan yaitu hubungan yang dilakukan

*http://sahalotreh.blogspot.com/2012/04/hukum-
perjanjian.html
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antara seseorang atau lebih dan badan
hukum perdata satu sama lain dimana
mereka saling mengikatkan diri untuk
memberikan  sesuatu, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Jadi dalam melakukan perjanjian, haruslah
memiliki tujuan yaitu prestasi yang akan
dilaksanakan.

Dalam hukum perjanjian, mengatur
tentang syarat sahnya suatu perjanjian
yaitu cakap bagi mereka yang
membuatnya, harus tercapai kata sepakat,
harus ada hal tertentu, dan sebab yang
halal.Syarat tersebut merupakan landasan
dalam seseorang membuat
perjanjian.Apabila salah satu syarat di atas
tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut
dapat dinyatakan batal demi hukum atau
dapat dimintakan pembatalan.. Dengan
demikian, setiap perjanjian diperlengkapi
dengan aturan undang-undang dan adat
kebiasaan di suatu tempat, di samping
kepatutan.Atas dasar pasal ini kebiasaan
juga ditunjuk sebagai sumber hukum
disamping undang-undang, sehingga
kebiasaan itu turut menentukan hak dan
kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.
Namun demikian, adat istiadat tidak boleh
menyampingkan atau menyingkirkan
undang-undang, apabila ia menyimpang
dari ketentuan undang-undang. Ini berarti
bahwa undang-undang tetap berlaku
(dimenangkan) meskipun sudah ada adat-
istiadat yang mengatur.  Seperti telah
dijelaskan, bahwa sahnya perjanjian harus
memenuhi syarat-syarat yang disebutkan
dalam undang-undang. Syarat-syarat
tersebut terdiri dari syarat subjektif, dan
syarat objektif.Tidak terpenuhinya syarat
subjektif, yaitu kata sepakat dan kecakapan
para pihak  pembuatnya, membuat
perjanjian tersebut dapat dimintakan
pembatalan oleh salah satu
pihak.Sedangkan tidak terpenuhinya syarat

* Kartini Muljadi dan GunawanWidjaja, Perikatan
Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada 2003, hal.83
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objektif, yakni hal tertentu dan kausa yang
halal, menyebabkan perjanjiannya batal
demi hukum. Dalam hal demikian dari
semula dianggap tidak ada perjanjian dan
perikatan yang timbul tujuan para pihak
untuk meletakkan suatu perikatan yang
mengikat mereka satu sama lain telah
gagal, tak dapatlah pihak vyang satu
menuntut pihak yang lain di depan hakim,
karena dasar hukumnya tidak ada.
Permasalahan hukum akan timbul jika
sebelum perjanjian tersebut sah dan
mengikat para pihak, yaitu dalam proses
perundingan atau preliminary
negotiationsalah satu pihak telah
melakukan perbuatan hukum seperti
meminjam uang, membeli tanah, padahal
belum tercapai kesepakatan final antara
mereka mengenai kontrak bisnis yang
dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena
salah satu pihak begitu percaya dan
menaruh pengharapan terhadap janji-janji
yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika
pada akhirnya perundingan mengalami
jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan,
misalnya tidak tercapai kesepakatan
mengenai fees royalties atau jangka waktu
lisensi, maka tidak dapat di tuntut ganti rugi
atas segala biaya, investasi yang telah
dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena
menurut teori kontrak yang klasik, belum
terjadi kontrak, mengingat besarnya fees
royalties dan jangka waktu perjanjian
merupakan hal yang essential dalam suatu
perjanjian lisensi dan franchising.5

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pembatalan Perjanjian
Secara Sepihak Dalam Suatu Perjanjian ?

2. Apa Akibat-akibat Jika kita membatalkan
perjanjian secara sepihak dalam suatu
perjanjian?

5Suharnoko, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa
Kasus Cet. 2004 edisi pertama cetakan ke 3, hal 1-3

C. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan yakni metode
penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan
cara berusaha memberikan gambaran
mengenai permasalahan yang aktual saat
ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
Selanjutnya, metode penelitian di gunakan
sesuai dengan rumusan masalah yang
menjadi focus penelitian ini. Metode
penelitian kualitatif deskriptif ini membuka
peluang untuk pendekatan analitis yuridis
bagi tergalinya keadilan dalam
pembentukan dan pelaksanaan kontrak
komersial di Indonesia.

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif
dengan jenis penelitian hukum yang
mengambil data kepustakaan.Penelitian
yuridis normatif merupakan penelitian
ini.Dalam penelitian ini bahan pustaka
merupakan data dasar penelitian yang
digolongkan sebagai data sekunder.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif,
oleh  karenanya menggunakan data
sekunder yang terdiri atas: bahan hukum
primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan
pengetahuan ilmiah yang baru atau
mutakhir ataupun pengertian baru tentang
fakta yang di ketahui maupun mengenai
suatu gagasan atau ide. Bahan hukum
primer ini mencakup peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang kontrak
seperti BW Indonesia (KUH Perdata), bahan
hukum sekunder, vyaitu bahan-bahan
pustaka yang terdiri atas: literatur-literatur
dan bahan-bahan lainnya yang dapat
memerikan sumbangsih pemikiran dalam
membuat bahan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Dalam Suatu Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) pasal 1313,
dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
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orang atau lebih.® Sedangkan menurut Prof.
Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal.”

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik
kembali secara sepihak.Perjanjian tersebut
mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat
ditarik kembali atau dibatalkan secara
sepihak saja.Jika ingin menarik kembali
atau membatalkan itu harus memperoleh
persetujuan pihak lainnya, jadi
diperjanjikan lagi.Namun demikian, apabila
ada alasan-alasan yang cukup menurut
undang-undang, perjanjian dapat ditarik
kembali atau dibatalkan secara sepihak.?

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan
itikad baik perlu diperhatikan juga
“kebiasaan.”“Hal ini ditentukan juga dalam
pasal 1339 KUH Perdata “Perjanjian-
perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk
hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu
yang menurut sifat perjanjian diharuskan
oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang.’ Dengan demikian, setiap
perjanjian diperlengkapi dengan aturan
undang-undang dan adat kebiasaan di
suatu tempat, di samping kepatutan.Atas
dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk
sebagai sumber hukum disamping undang-
undang, sehingga kebiasaan itu turut
menentukan hak dan kewajiban pihak-
pihak dalam perjanjian. Namun demikian,
adat istiadat tidak boleh menyampingkan
atau menyingkirkan undang-undang,
apabila ia menyimpang dari ketentuan
undang-undang. Ini berarti bahwa undang-
undang tetap berlaku (dimenangkan)

Kitab Undang-undang Hukum perdata [KUH
Perdata], /bid.,Pasal 1313.
’Subekti.Pokok-Pokok ~Hukum Perdata, Cet. 24
Jakarta: PT. Intermasa, 1992
®Ibid
°  Kitab Undang-undang Hukum Perdata [KUH
Perdata], Op. Cit., Pasal 1339
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meskipun sudah ada adat-istiadat yang
mengatur.'°

Pembatalan  sepihak atas  suatu
perjanjian  dapat  diartikan  sebagai
ketidaksediaan salah satu pihak untuk
memenuhi prestasi yang telah disepakati
kedua belah pihak dalam perjanjian.Pada
saat mana pihak yang lainnya tetap
bermaksud untuk memenuhi prestasi yang
telah dijanjikannya dan menghendaki untuk
tetap memperoleh kontra prestasi dari
pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita
ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam
arti memenuhi syarat sah menurut undang-
undang, maka berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak yang
membuatnya.Seperti  yang  tercantum
dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata.
Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan
bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang oleh undangundang dinyatakan
cukup untuk itu* Dari pasal 1338 ayat (2)
KUH Perdata tersebut, jelas bahwa
perjanjian itu tidak dapat dibatalkan
sepihak, karena jika perjanjian tersebut
dibatalkan secara  sepihak, berarti
perjanjian tersebut tak mengikat diantara
orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat
dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata,
maka jelas diatur mengenai syarat batal jika
salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya.Pembatalan tersebut harus
dimintakan ke pengadilan, hal ini
dimaksudkan agar nantinya tidak ada para
pihak yang dapat membatalkan perjanjian
sepihak dengan alasan salah satu pihak
lainnya tersebut tidak melaksanakan
kewajibannya (wanprestasi).

Jika dilihat dari pasal 1365 KUH Perdata,
pengertian perbuatan melawan hukum
didefinisikan sebagai berikut:

%0p. cit., him. 101.
“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUH
Perdata], Op. Cit., pasal 1338.
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“Tiap perbuatan melanggar hukum yang
membawa kerugian kepada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu mengganti

kerugian tersebut”.*?

Salah satu pertimbangan pembatalan
perjanjian sepihak dapat digugat dengan
gugatan perbuatan melawan hukum,
karena dianggap pembatalan sepihak tidak
didasari dengan alasan yang dibenarkan
menurut kesepakatan mereka untuk dapat
dibatalkan, serta dapat dikatakan telah
melanggar kewajiban hukum yang juga ada
di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu
beritikad baik dan bertindak sesuai dengan
kepatutan dan  asas  kehati-hatian.
Pemutusan perjanjian, memang diatur
dalam KUH Perdata, yakni pasal 1266,
haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa
perjanjian tersebut bersifat timbale balik,
harus ada wanprestasi dan pembatalannya
harus memintakan pada hakim
(pengadilan). Namun jika pembatalan yang
dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat
tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan
pembatalan tersebut melanggar undang-
undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi.
Selain itu jika dapat dilihat dari alasan
pembatalan perjanjian, jika pembatalan
tersebut mengandung kesewenang-
wenangan, atau menggunakan posisi
dominannya untuk memanfaatkan posisi
lemah (keadaan merugikan) pada pihak
lawan, maka hal tersebut termasuk dalam
perbuatan melawan hukum, karena
kesewenang-wenangan atau
memanfaatkan posisi lemah atau keadaan
merugikan dari pihak lawan di luar dari
pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam
perjanjian, sehingga bukan merupakan
wanprestasi, namun lebih ke arah
melanggar kewajiban hukumnya untuk
selalu beritikad baik dalam perjanjian.
Itikad baik dapat dilihat dari dua tolak ukur,

21pid. him. 3

pertama dilihat dari isi perjanjian, apakah
hak dan kewajiban para pihak rasional atau
tidak, patut atau tidak.Yang kedua dapat
dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya.
Dalam hal pembuktian  unsur-unsur
perbuatan melawan hukumnya pada
pembatalan perjanjian sepihak, hendaknya
kembali merujuk pada perspektif teoritis
pengertian konsep melawan hukum, yakni
dengan menggunakan pengertian konsep
melawan hukum dalam arti luas, seperti
yang telah diputuskan oleh
HogeRaaddalam kasus Linden baumversus
Cohen, yakni bahwa perbuatan melawan
hukum bukan hanya melanggar suatu
peraturan tertulis, namun juga dapat
disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak
subjektif orang lain, bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku, melanggar
kaidah dan tata susila, serta bertentangan
dengan asas kepatutan, ketelitian serta
sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki
seseorang dalam pergaulan dengan sesame
warga masyarakat atau terhadap harta
orang lain dalam arti bertentangan dengan
sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk
memperhatikan kepentingan orang lain."?

Selain melanggar kewajiban hukum
untuk beritikad baik, tindakan kesewenang-
wenangan/ memanfaatkan posisi lemah
pihak lain ini juga dapat dikatakan
melanggar kepatutan. Kepatutan itu
tergantung dari rasional masyarakat
menilai tindakan tersebut. Jadi pembatalan
perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah,
yakni tidak memenuhi syarat yang tertera
dalam pasal 1266 KUH Perdata, termasuk
dalam perbuatan melawan hukum, apalagi
jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai
akibat memanfaatkan posisi dominannya
untuk melakukan kesewenang-wenangan
kepada pihak lain yang lebih lemah atau
mempunyai kedudukan yang merugikan.
Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan
hukum.

B1pid.,him.19
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Hal ini sejalan dengan pendapat
Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran
perjanjian atau pemutusan perjanjian yang
dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga
berupa suatu pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang atau suatu
perbuatan yang melanggar kepatutan dan
kehati-hatian yang harus diperhatikan
dalam hubungan antara warga masyarakat
dan terhadap benda orang lain. Selain itu
untuk melihat dasar pertimbangan konsep
perbuatan  melawan  hukum  dalam
pembatalan perjanjian sepihak, di samping
harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan
melawan hukum yang terkandung dalam
pasal 1365 KUH Perdata, juga harus
diperhatikan apakah pembatalan perjanjian
tersebut bebas dari  hal-hal vyang
menghilangkan sifat perbuatan melawan
hukumnya.Jadi jika dikaitkan dengan
keputusan HogeRaad tahun 1919, pendapat
Meyers juga Suharnoko, konsep perbuatan
melawan hukum dapat diterapkan pada
perkara pembatalan perjanjian secara
sepihak, dan salah satu pertimbangan
hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan
sepihak dapat dikatakan merupakan suatu
pelanggaran terhadap kepatutan dan
bertentangan dengan sikap baik dalam
masyarakat.™

B. Akibat Jika Terjadi Pembatalan
Perjanjian Dalam Suatu Perjanjian
Menurut pendapat M.Yahya harapan

dalam bukunya segi*segi hukum perjanjian

, yang dimaksud dengan perjanjian adalah :

“pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat

pada waktunya atau dilakukan tidak

menurut selayaknya .

Kata “tidak tepat pada waktunya dan
kata tidak layak “ apabila dengan
dihubungkanya dengan kewajiban
merupakan perbuatan melanggar hukum,
pihak debitur sebagian atau secara

* Suharnoko, Op., Cit., him. 131.
P, Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian,
Op. Cit Pen. Alumni Bandung, 1992.him.60
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keseluruhannya tidak menempati ataupun
berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan
isi perjanjian vyang telah disepakati
bersama. Dalam keadaan normal perjanjian
dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya
tanpa gangguan ataupun halangan . tetapi
pada waktu tertentu, yang tidak dapat
digugat oleh para pihak, muncul halangan,
sehingga pelaksanaan perjanjian tidak
dapat dilaksanakan dengan baik, faktor
penyebabnya terjadinya wanprestasi oleh
AbdulKadir Muhammad diklasifikasikan
menjadi dua faktor yaitu :

a. Faktor dariluar dan

b. Faktor dari dalam diri para pihak

Faktor dari luar menurut Abdulkarir
Muhammad adalah  “peristiwa yang
diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga
akan terjadi ketika perjanjian dibuat*®

Sedangkan faktor dari dalam manusia
/para pihak merupakan kesalahan yang
timbul dari diri para pihak, baik kesalahan
tersebut yang dilakukan dengan sengaja
atau kelainan pihak itu sendiri, dan para
pihak sebelumnya telah mengetahui akibat
yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Hal kelainan atau wanprestasi pada
pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan
terlebih  secara resmi vyaitu dengan
memperingatkan kepada pihak yang lalai
bahwa pihak kridetur menghendaki
pemenuhan prestasi oleh pihak
debitur.Menurut undang-undang
peringatan tersebut harus dinyatakan
tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan
bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan
secara lisan  asalkan  cukup tegas
menyatakan desakan agar  segera
memenuhi prestasinya terhadap perjanjian
mereka perbuat.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan
pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak
kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan
lalai oleh, memperinci pernyataan lalai
tersebut dalam beberapa bentuk

'°0p. Cit,him. 12
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pernyataan lalai tersebut dalam bentuk

pernyataan lalai yaitu:

1. Berbentuk surat perintah atau akta lain
yang sejenis.

2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu
sendiri. Apabila dalam surat perjanjian
telah ditetapkan ketentuan debitur
dianggap bersalah jika satu kali saja dia
melewati batas waktu yang
diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk
mendorong debitur untuk tepat waktu
dalam melaksanakan kewajiban dan
sekaligus juga menghindari proses dan
prosedur atas adanya wanprestasi dalam
jangka waktu yang panjang. Dengan
adanya penegasan seperti ini dalam
perjanjian,tanpa  tegoran kelalaian
dengan sendirinya pihak debitur sudah
dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak
menempati waktu dan pelaksanaan
prestasi sebagaimana mestinya.

3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan
barulah menyusul peringatan
(aanmaning) dam biasa juga disebut
dengan Sommasi. Dalam sommasi inilah
pihak kreditur menyatakan segala
haknya atas penuntutan prestasi kepada
pihak debitur.’

Jadi dengan adanya pernyataan lalai
yang diberikan oleh pihak kreditur kepada
pihak debitur, maka menyebabkan pihak
debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia
tidak mengindahkan pernyataan lalai
tersebut. Pernyataan lalai sangat
diperlukan karena akibat wanprestasi
tersebut adalah sangat besar baik bagi
kepentingan pihak kreditur maupun pihak
debitur.Dalam perjanjian biasanya telah
ditentukan di dalam isi perjanjian itu
sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta
sanksi yang ditetapkan apabila pihak
debitur tidak menepati waktu atau
pelaksanaan perjanjian.

Wanprestasi seorang debitur dapat
berupa empat macam kategori yaitu :

7 0p. Cit, him. 41

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi
akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang
diperjanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana yang diperjanjikan.

3. Melakukan apa yang diperjanjikan akan
tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.*®

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh
lalai, dapat mengajukan pembelaan diri
atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan
debitur yang dituduh dapat didasarkan atas
tiga alasan yaitu :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan
yang memaksa

2. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri
juga wanprestasi

3. Mengajukan bahwa kreditur telah
melepaskan haknya untuk menuntut
ganti rugi.19

Yang dimaksud pihak kreditur
melepaskan haknya atas tuntutannya
kepada pihak debitur adalah bahwa pihak
kreditur telah mengetahui bahwa ketika
pihak debitur mengembalikan barang yang
diperjanjikan, pihak  kreditur  telah
mengetahui bahwa waktu pengembalian
barang sudah terlambat selama
seminggu.Akan tetapi atas keterlambatan
tersebut pihak kreditur tidak mengajukan
keberatan ataupun sanksi maka terhadap
debitur yang terlambat mengembalikan
barang, dapat diartikan bahwa pihak
kreditur telah melepaskan haknya untuk
pihak debitur yang telah nyata wanprestasi.
Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan
bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai Undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”. Dari
Pasal 1338 KUH Perdata di atas dapat
ditarik suatu gambaran bahwa, pada
prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat

R, Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Intermasa,
Jakarta, 1992. him. 45
“lbid, him.122
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dibatalkan oleh sepihak, karena dengan
adanya pembatalan tersebut, tentunya
akan menimbulkan kerugian bagi pihak
lainnya.*°

Pembatalan perjanjian hanya dapat
dilakukan  apabila  diketahui adanya
kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu
pihak ketika membuat perjanjian.kekhilafan
dan paksaan merupakan alasan yang dapat
membatalkan perjanjian. Selain itu juga
penipuan yang dilakukan oleh satu pihak
terhadap pihak vyang lainnya dalam
membuat perjanjian, dapat dijadikan
sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya
suatu perjanjian secara sepihak oleh salah
satu pihak.Karena menurut Pasal 1320 KUH
Perdata suatu perjanjian vyang tidak
didasarkan  kepada  syarat  subjektif
perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat
dibatalkan.

Meminta pembatalan perjanjian yang
tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat
dilakukan dengan cara :

1. Melakukan penuntutan secara aktif di
muka Hakim atau Pengadilan

2. Dengan cara pembatalan vyaitu
menunggu pihak yang mengajukan
pembatalan di muka Hakim. Sehingga
dengan ada gugatan yang diajukan oleh
pihak lawan karena ia tidak memenuhi
prestasi perjanjian, maka ia dapat
mengajukan pembelaan bahwa
perjanjian tersebut tidak memenuhi
syarat subjektif yang memungkinkan
untuk dibatalkannya perjanjian
tersebut. **

Untuk penuntutan secara aktif
sebagaimana yang disebutkan oleh undang-
undang, maka undang-undang mengatur
pembatasan waktu penuntutan vyaitu 5
tahun di  dalam  perjanjian  yang
diadakan.Sebaliknya terhadap pembatalan
perjanjian  sebagai pembelaan tidak
ditetapkan batas waktunya.Hal ini sesuai

2% Op. Cit, pas 1338, hal 300
* Op. Cit, Pas 1320, hal 297
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dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Pasal 1454 KUH Perdata.

Penuntutan pembatalan akan diterima
baik oleh hakim jika ternyata sudah ada
penerimaan baik dari pihak yang dirugikan,
karena seorang yang sudah menerima baik
suatu kekurangan atau suatu perbuatan
yang merugikan baginya, dapat dianggap
telah melepaskan haknya untuk meminta
pembatalan. Akan tetapi apabila suatu
pembatalan terhadap perjanjian yang
dilakukan secara sepihak tanpa disertai
alasan yang sah menurut hukum, maka
pihak yang oleh pihak lain
dibatalkannyaperjanjiannya dapat
menuntut kerugian kepada pihak yang
membatalkan perjanjian tersebut secara
sepihak, karena dengan adanya pembatalan
yang dilakukan sepihak oleh salah satu
pihak akan menimbulkan kerugian bagi
pihak lain.

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya
suatu syarat pembatalan perjanjian
selamanya berlaku surat hingga lahirnya
perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat
yang apabila terjadi, akan menimbulkan
akibat yaitu penghentian perjanjian dan
membawa segala sesuatu kembali seperti
keadaan semula, seolah-olah tidak pernah
terjadi suatu perjanjian di antara kedua
belah pihak. Berarti dengan adanya
pembatalan perjanjian akan menghapuskan
segala kewajiban ataupun hak yang timbul
dari perjanjian yang telah mereka buat
sebelumnya. Terhadap perjanjian yang
dibatalkan secara sepihak oleh salah satu
pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka
apabila perjanjian tersebut telah
berlangsung lama, pihak yang dirugikan
atas pembatalan tersebut dapat
mengajukan tuntutan ganti rugi kepada
pihak yang membatalkan  perjanjian
tersebut secara sepihak.Ganti rugi yang
diajukan oleh pihak yang dirugikan atas
pembatalan yang sepihak tersebut adalah
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dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga
atas kerugian yang dideritanya.?

Namun apabila dalam pembatalan yang
dilakukan  secara  sepihak  terhadap
perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan
segala isi maupun ketentuan vyang
tercantum di dalam perjanjian tersebut
belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua
belah pihak, maka dengan adanya
pembatalan perjanjian tersebut oleh salah
satu  pihak secara  sepihak tidak
menimbulkan akibat hukum apa-apa.
Pembatalan perjanjian tersebut hanya
membawa para pihak pada keadaan semula
yaitu keadaan sebelumnya para pihak
dianggap tidak pernah melakukan atau
mengadakan perjanjian diantara mereka.
Dengan demikian jelaslah bahwa suatu
perjanjian hanya dapat dibatalkan secara
sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak
memenuhi syarat sah subjektif dari suatu
perjanjian. Pembatalan tersebut hanya
dapat dilakukan dengan mengajukannya
kepada pengadilan ataupun dengan
pembelaan atau gugatan pihak yang akan
membatalkan perjanjian.

Sedangkan terhadap perjanjian yang
dibatalkan secara sepihak tanpa alasan
yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada
pihak yang membatalkannya selama
perjanjian tersebut telah berlangsung,
sebaliknya apabila pembatalan secara
sepihak tersebut terjadi sebelum adanya
pelaksanaan perjanjian maka pembatalan
itu hanya membawa pada keadaan semula
yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah
terjadi perjanjian.

Sebagai akibat timbulnya kerugian dari
salah satu pihak tersebut, maka undang-
undang memberikan sesuatu hak baginya
untuk menuntut diantara beberapa hal
yaitu :

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti
rugi

22 Ipid, hal 61

3. Gantirugi
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan disertai ganti rugi.”?

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada
pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga
bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga.

Menurut Pasal 1246 KUH. Perdata ganti
rugi terdiri dari dua faktor yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh

PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Dalam suatu perjanjian kesepakatan
dalam perjanjian merupakan
perwujudan dari kehendak dua atau
lebih pihak dalam perjanjian mengenai
apa yang mereka kehendaki untuk
dilaksanakan, bagaimana cara
melaksanakannya, kapan harus di
laksanakan, dan siapa yang harus
melaksanakan. Pada dasarnya sebelum
para pihak sampai pada kesepakatan
mengenai hal-hal tersebut, maka salah
satu atau lebih pihak dalam perjanjian
tersebut akan menyampaikan dulu
suatu bentuk pernyataan mengenai
apa yang dikehendaki oleh pihak
tersebut dengan segala macam
persyaratan yang mungkin dan di
perkenankan oleh hukum untuk di
sepakati oleh para pihak. Setiap
perjanjian diperlengkapi dengan aturan
undang-undang dan adat kebiasaan di
suatu tempat, di samping kepatutan.
Kebiasaan juga ditunjuk sebagai
sumber hukum disamping undang-
undang, sehingga kebiasaan itu turut
menentukan hak dan kewajiban pihak-
pihak dalam perjanjian. Namun
demikian, adat istiadat tidak boleh
menyampingkan atau menyingkirkan
undang-undang, apabila ia
menyimpang dari ketentuan undang-
undang. Ini berarti bahwa undang-

% subekti. Op. Cit, Hal 53
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undang tetap berlaku (dimenangkan)
meskipun sudah ada adat-istiadat yang
mengatur.

2. Syarat batal suatu perjanjiandiatur
dalam pasal 1266 KUH Perdata yang
menyebutkan syarat agar
suatuperjanjian dapat dibatalkan oleh
salah satu pihak adalah perjanjian
harustimbal balik, terdapat wanprestasi,
dan pembatalannya harus
dimintakankepada hakim. jika
pembatalan yang dilakukan tidak
memenuhi syarat-syarattersebut, maka
dapat dikatakan perbuatan pembatalan
tersebutmelanggar undang-undang,
yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi.
Selain itu,pendapatpertimbangan lain
dapatdilihat dari alasan pembatalan

perjanjian, jika pembatalan
tersebutmengandung kesewenang-
wenangan, atau menggunakan

posisidominannya untuk memanfaatkan
posisi lemah (keadaanmerugikan)
padapihak lawan, maka hal tersebut
termasuk dalam perbuatan
melawanhukum, karena kesewenang-
wenangan atau memanfaatkan posisi
lemahatau keadaan merugikan dari
pihak lawan di luar dari
pelaksanaankewajiban  yang  diatur
dalam perjanjian, sehingga bukan
merupakanwanprestasi, namun lebih ke
arah melanggar kewajiban hukumnya
untukselalu  beritikad baik  dalam
perjanjian.

B. SARAN

1. Diperlukan kesepakatan dari para pihak
dalam  membuat suatu perjanjian
sehingga tidak terjadi suatu pembatalan
secara sepihak, karena dalam hal ini ada
ada dari pihak yang melakukan
perjanjian merasa di rugikan sehingga di
buat suatu pembatalan secara sepihak
dari para pihak yang membuat suatu
perjanjian. Di samping itu juga dalam
membuat perjanjian harus ditentukan
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keabsahannya di samping itu juga di
penuhi syarat-syarat yang di tentukan
oleh undang-undang, dalam hal ini pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

2. Di harapkan juga dalam kehidupan
sehari-hari dalam melakukan perjanjian,
perjanjian itu sebaiknya di buat atau di
sepakati oleh orang tua sendiri sehingga
perjanjian itu di anggap sah di karenakan
ada juga orang tua yang hanya mewakili
anaknya dalam melakukan perjanjian
akan tetapianak ini belum cukup umur
atau belum cakap dalam melakukan
perjanjian dari situlah sehingga dapat
terjadi unsur-unsur subyektiv
sebagaimana sudah di lihat, perjanjian
bukan batal demi hukum akan tetapi
dapat di mintakan pembatalan karena
dalam hal ini sudah masuk dalam point-
point yaitu kecapakapan atau belum
cakap dalam melakukan perjanjian atau
belum dewasa.
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